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1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber keuangan negara yang Sa@g@tg untuk
mengelola keuangan negara. Sebagaimana diketahmbesu Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 868tsumber dari
penerimaan Pajak.

Salah satu objek pajak yang cukup potensial adBiEhk Bumi dan
Bangunan (PBB). Dimana proporsi pendapatan PBBatleh keseluruhan
penerimaan pajak sebesar 3,5%Peran serta masyarakat dalam kepatuhan
membayar pajak sedemikian penting, mengingat sigtembayaran pajak yang
dianut di Indonesia adalah sisteépelf AssesemenbDisampinng itu pula, peran
pemerintah melalui fiskus memegang peranan pentatam memberikan
pelayanan yang terbaik kepada seluruh wajib paj2leh karena itu, maka
pemahaman terhadap ketentuan dan peraturan peginddangan perpajakan
yang berlaku mutlak diperlukan.

Penyediaan kebutuhan seperti jalan, taman, danasaelayanan umum
lainnya memerlukan biaya yang tidak sedikit, daayaiitu berasal dari pungutan
warga negara/ masyarakat dalam bentuk pajak. Pag@kpunyai fungsi antara
lain untuk:

1. Penerimaan negara dalam rangka membiayai pengelugaag

dilakukan oleh pemerintah,

2. Pemerataan pendapatan masyarakat,



3. Stabilitas ekonomi (misalnya pengendalian inflakh pertumbuhan
ekonomi.

Pajak sebagai penerimaan Negara memiliki dampaky gaah jelas
bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaagahie pun meningkat,
sehingga Negara dapat berbuat lebih banyak unjpdrimgan masyarakat. Pajak
adalah salah satu alat untuk dapat meredistribesidgpatan dengan cara
memungut pajak yang lebih besar bagi warga yangebeiapatan tinggi dan
memungut pajak yang lebih kecil bagi warga yangé&edapatan rendah.

Menurut Kunarjo (1993:126) cara memungut pajak tapbagi tiga
Jenis yaitu:

1. Progresif, yaitu pemungutan pajak dengan persentaseingkat
sesuai dengan cakupan penerimaan yang makin mewirigkngan
demikian secara relatif maupun absolut kelompokyarakat yang
berpendapatan tinggi dibebani dengan pajak yaniy besar.

2. Degresif, yaitu pemungutan pajak dengan presenyasg makin
menurun pada cakupan masyarakat yang pendapatamayan
meningkat. Pada kategori ini, walaupun berpendap@tggi, mereka
dibebani pajak relatif lebih kecil tetapi secaraabt jumlahnya lebih
besar.

3. Proporsional, yaitu membagi pajak dengan persepsagj sama pada

setiap tingkat pendapatan.



ini berarti bahwa secara relatif seluruh masyarékajib pajak) dibebani dengan
persentase sama tetapi secara absolut kelompolkenoapatan tinggi dibebani
pajak yang lebih besar.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentaB& Rang
menjadi objek PBB adalah bumi dan/atau bangundmngga hal ini tidak jauh
berbeda dengan Ipeda. Yang dimaksud dengan buntahad®rmukaan bumi
(tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dalpetn serta laut wilayah
Indonesia, Contoh : sawah, ladang, kebun, tanakargegan, tambang, dan
lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bangurelahadonstruksi teknik
yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada taraatau perairan. Contoh :
rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedwergjingkat, pusat
perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermagan tarewah, fasilitas lain
yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, reggn minyak lepas pantai,
dan lainnya. Disamping itu yang disebut subjek RERlah badan yang secara
nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyafaaiaatas

bumi;

2. Memiliki, menguasai dan akan memperoleh mafaatkzagunan.

Berkaitan dengan penerimaan PBB yang diterima diaérah, masih
banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang adaatlinthya terutama masih
rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembaya@B Kang menjadi
kewajibannya. Sejalan dengan hal tersebut pembris¢aing melakukan suatu

teknik pemberian motivasi pada pemerintah bawalsgygeerti camat, kelurahan



dan desa dengan memberikan penghargaan bagi mgmegaerhasil memenuhi
target pencapaian PBB dalam tahun pajak berjalamux dengan adanya hal
tersebut, banyak terdapat kejanggalan - kejanggalag ditemukan di lapangan
dan sudah sering seringkalterjadikalau desa/luralumasi sendiri PBB dari uang
pribadi atau kas desa untuk menutupi kekurangarbpganan PBB sebelum masa
akhir pembayaran pajak. Seperti yang diungkapkaalkeDesa Cisewu “Menjadi
kepala desa itu tidak seenak yang orang-orangkpikikarena kepala desa sering
disebutUjung Tombak dan Ujung TombakHal ini disebabkan karena seringnya
kepala desa memikirkan bagaimana mencari danagatanontuk pembayaran
pajak dan terkadang tidak sungkan untuk memakag yarbadinya terlebih
dahulu.

Masih menurut penuturan dari kepala Desa Cisewaukali daerah
Cisewu, permasalahan itu masih sering ditemukaaenigarendahnya partisipasi
masyarakat dalam pembayaran PBB yang disebabkanbaleyak faktor antara
lain seperti kurang fahamnya masyarakat terhadapetingnya dari pada PBB
dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti ngata pajak yang
dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan mastafairang giatnya aparat
dalam melakukan penagihan dan sikap apatis daryaresat itu sendiri dalam
membayar pajak, kurang fahamnya masyarakat dalamgunes perubahan SPPT
sehingga ketika mereka menjual tanah atau bangyaatidak melakukan
pengukuran kembali dan hanya mengandalkan datduseig yang mereka

miliki, selain itu kadang kala wajib pajak sulitjafigkau karena tidak lagi



berdomisili di Desa Cisewu atau bahkan tanahnyalsdiual kepada pihak lain
yang tidak diketahui tempat tinggalnya.

Berdasarkan pada fenomena yang berhubungan demfarieBebut di
atas, menurut M.Arifin (2000:9) kurang optimalnyanprimaan disebabkan oleh
banyak faktor diantaranya :

. Kemampuan sumber daya manusia;
. Sarana dan prasarana;

. Kepemimpinan;

. Koordinasi dan pengawasan;

. Kondisi tempat tinggal;
. Kondisi sosial ekonomi.

OOl WNPE

Penyediaan kebutuhan seperti jalan, taman, danasaelayanan umum lainnya
memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan biayabkwasal dari pungutan warga
negara/ masyarakat dalam bentuk pajak. Pajak memapuduangsi antara lain
untuk:

1. Penerimaan negara dalam rangka membiayai pengelugaag

dilakukan oleh pemerintah,
2. Pemerataan pendapatan masyarakat,
3. Stabilitas ekonomi (misalnya pengendalian inflak) pertumbuhan

ekonomi.



Hasil Penelitian sementara yang di dapat dari Epgenerimaan PBB Desa
Cisewu dapat dilihat dari tabel 1.1 dibawah ini :

Tabd 1.1
Pendapatan PBB Pertahun

Pendapatan (Rp)

No Nama Luas (Ha)
Dusun 2007 2008 2009

1|Dusun 1 897.945 8.624.091 14.880.500 22.990.530
2|Dusun 2 897.945 7.234.798 12.880.505 15.364.094

¥
Total 1.795.890 15.858.889r 27.761.005r 38.354.624
Sumber : Kantor Kelurahan Cisewu

Dari tabel 1.1 tersebut di atas, diperoleh gamb&amva pendapatan
PBB dari tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami peailagk juga pada tahun
2009 tetapi itu merupakan penerimaan sementarandaasa pemungutan PBB.
Meskipun masa pembayaran PBB pada tahun 2009 swetakhir tetapi para
fiskus masih berusaha untuk menagih PBB terutardp gahun sebelumnya,
sehingga pada tahun sekarang fiskus mempunyaiutse tyaitu menagih PBB
tahun 2010 dan mengingatkan PBB tahun 2009 jikabARgjak diketahui belum
membayar pajak. Hasil penagihan PBB pada tahun 80§ diterima pada tahun

2010, di gunakan untuk menutupi kekurangan PBB yamigul pada tahun 2010.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pemeliadilakukan di
Desa Cisewu Kecmatan Cisewu Kabupaten Garut dirpatensi PBB demikian
besar, namun sampai saat ini belum optimal dileMsam Hal ini kemungkinan
disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah kednanyakan

hanya sampai SLTP,



2. Kurangnya pengetahuan dari aparatur desa dalantyregan PBB itu
sendiri dan tatacara pelaksannannya,
3. Kurangnya fiskus yang kompeten dibidangnya dalamingiatkan
keefektifan penerimaan PBB di Desa Cisewu.
Kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam pelay&epada wajib
pajak untuk meningkatkan pendapatan PBB di Cisewdals diterapkan, tetapi
hasilnya kurang maksimal. Kemudahan yang diberidah aparatur desa dalam
penagihan PBB adalah dengan didatanginya wajitk gagaumah door to dooj
tetapi hal tersubut belum maksimal karena ketidaagertiannya wajib pajak
dengan tata cara pembayaran pajak dan mungkin teidedap pajak yang
dibayarnya, sehingga wajib pajak hanya membayai p#éjak yang tertera di
SPPT dan tidak disesuaikan dengan jumlah tanah gangiki. Hal ini biasa
disebabkan ketidaktahuan bagaimana cara perhitysajaknya, pengukuran luas
tanah yang dimiliki kurang akurat, dan banyak fakwnnya yang tidak bisa
penulis uraikan.Berdasarkan hal tersebut, penulis sangatlah itertartuk
melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten

Garut”.



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis maskan masalah
yang berhubungan dengan penelitian yang akan #@aksebagai berikut :
1. Bagaimana tahapan pelaksanaan pemungutan PBB di Osswu
Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan pemungeB di Desa
Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut ?
3. Seherapa besar tingkat efektivitas PBB di Desawiskecamatan
Cisewu Kabupaten Garut, dan Faktor apa saja Yyang

mempengaruhinya ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
131 Maksud Pendlitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui gambgeatang seberapa
besar tingkat keefektifan pelaksanaan pemungutai RB Desa Cisewu

Kecamatan Cisewu Kabupaen Garut.

1.3.2 Tujuan Pendlitian
Tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam pereliti adalah :
1. Mengetahui tahapan pelaksanaan pemungutan PBB sa [@#sewu
Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut.
2. Mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan pemuargt®BB di Desa

Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut.



3. Mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas PBBED@&a Cisewu
Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut, dan Faktor-fakij@ng

mempengaruhinya.

1.4 Kegunaan Penelitian
Dari Informasi yang didapatkan diharapkan peneliii@a dapat memberikan
manfaat antara lain :
1. Dari Sudut Teoritis
Hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan sebaghih satu kajian untuk
menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebdgeense bagi
peneliti selanjutnya yang berminat terhadap masakfiektivitas
pelaksanaan pemungutan PBB untuk diteliti lebih daéam lagi.
2. Dari sudut Praktis
a. Desa
Diharapkan dapat memberikan input kepada pimpirtan pejabat
instansi terkait terutama dalam mengoptimalkan per@@an PBB di
Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut.
b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Meningkatkan pemasukan PBB dari Desa Cisewu Ke@an@isewu

Kabupaten Garut.



